
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2023
NOMOR: 1048/S.1.3 / SDM.01.2

TENTANG
HASIL VERIFIKASI PADA MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  seleksi Pengadaan  Pegawai
Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  Tenaga  Teknis  Lembaga
Administrasi  Negara  tahun  anggaran  2023,  Panitia  Seleksi
Instansi Pengadaan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Tenaga  Teknis  Lembaga  Administrasi  Negara  Tahun 2023  telah
mengeluarkan Keputusan Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa  atas  dasar  Keputusan  Seleksi  Administrasi  Pengadaan
Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  sebagaimana
dimaksud  pada  huruf  a,  telah  ditetapkan  nama-nama  peserta
seleksi yang dinyatakan  Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi
Syarat Seleksi Administrasi;

c. bahwa  Peserta  Seleksi  Administrasi  Pengadaan  Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf b, yang Tidak Memenuhi Syarat Seleksi Administrasi diberi
waktu Masa Sanggah 19 – 21 Oktober 2023; 

d. bahwa  jawaban  sanggah  dari  Peserta  Seleksi  Administrasi
Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja
sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberi waktu untuk Jawab
Sanggah 19 – 23 Oktober 2023; 

e. bahwa  penetapan  nama-nama  peserta  seleksi  sebagaimana
dimaksud  pada  huruf  d, ditetapkan  dengan  Keputusan  Ketua
Panitia  Seleksi  Instansi  Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian  Kerja  Tenaga  Teknis  Lembaga  Administrasi  Negara
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  292,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5601),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor  63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor  6037) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan
yang  Dapat  Diisi  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

6. Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  1  Tahun  2019
Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian  Kerja  sebagimana  telah  diubah  Peraturan  Badan
Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2023  tentang
Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  untuk
Jabatan Fungsional;

8. Surat  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  544  Tahun  2023
tentang  Penetapan  Kebutuhan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di
Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023;

9. Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  8  Tahun  2020
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  di  Lingkungan  Lembaga
Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 494)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  8  Tahun  2020
Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  di  Lingkungan  Lembaga
Administrasi Negara;

10. Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor
574/K.1/HKM.02.2/2023  Tentang  Panitia  Seleksi  Instansi
Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Lembaga
Administrasi Negara Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat  Keputusan Ketua  Panitia  Seleksi  Instansi  Pengadaan  Pegawai
Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Tenaga  Teknis  Lembaga
Administrasi  Negara Tahun  2023 Nomor  :  1105/S.1.3/SDM.01.2
Tentang Hasil Seleksi Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA  PANITIA  SELEKSI  INSTANSI  PENGADAAN
PEGAWAI  PEMERINTAH  DENGAN  PERJANJIAN  KERJA  TENAGA
TEKNIS  LEMBAGA ADMINISTRASI  NEGARA TAHUN 2023  TENTANG
HASIL VERIFIKASI MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI.

KESATU : Menetapkan  hasil  verifikasi  masa  sanggah  atas  sanggahan  peserta
Seleksi Administrasi  Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja  Tenaga  Teknis  Lembaga  Administrasi  Negara  2023  yang
selanjutnya disebut Hasil Verifikasi Masa Sanggah 

KEDUA : Peserta  Pengadaan Pegawai  Pemerintah  Dengan Perjanjian  Kerja  yang
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA wajib  mengikuti  Seleksi Kompetensi  sesuai  jadwal  yang akan
diumumkan lebih lanjut melalui website www.lan.go.id. 

KETIGA : Daftar  Hasil  Verifikasi  Masa  Sanggah  tercantum  dalam  lampiran
Keputusan  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             2 / 15



KEEMPAT : Keputusan  Ketua  Panitia  Seleksi  Instansi  Pengadaan  Pegawai
Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Tenaga  Teknis  Lembaga
Administrasi  Negara  Tahun  2023  bersifat  final  dan  tidak  dapat
diganggu gugat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2023

PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2023

KETUA,

M.YUSUF GUNAWAN IDRIS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Nasional Tahun 2022; dan
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN  KETUA  PANITIA  SELEKSI
INSTNASI  PENGADAAN  PEGAWAI
PEMERINTAH  DENGAN  PERJANJIAN
KERJA TENAGA TEKNIS LAN TAHUN 2023
NOMOR: 1048/S.1.3/SDM.01.2

TENTANG  VERIFIKASI  MASA  SANGGAH
SELEKSI ADMINISTRASI 

DAFTAR NAMA PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT (MS)
 DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) SELEKSI ADMINISTRASI PPPK LAN 

TAHUN 2023

LOKASI PENEMPATAN: JAKARTA
A. Sekretariat Utama 
A.1. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (Lokasi Kode: 40120002)

  Formasi A.1.1: Ahli Pertama Analis Pengembangan Kompetensi ASN: 2 Orang 
        Jabatan Kode: JF0030021104
 

Nomor Registrasi Nama Peserta Materi Sanggahan Pelamar Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

82100582081302713 SUFI ARQAM Tidak Ada Sesuai MS

65000391064206723
GRACESHIA ADIARANI 
PRAMESWARI

Tidak Ada Sesuai MS

63000898045205713 ARI WIJAYANTI Tidak Ada Sesuai MS
11000693003913025 ABDUL AZIZ WAHYUHARDI Tidak ada Sesuai TMS
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Formasi A.1.2 : Ahli Pertama Analis SDM Aparatur : 1 orang
      Jabatan Kode: JF03001704 

Nomor Registrasi Nama Peserta Materi Sanggahan Pelamar Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

91000499052104123 ANDIWIJAYA MAULANA Tidak Ada Sesuai MS
21000982134525123 SRI WAHYUNI Tidak Ada Sesuai MS
12000691195902023 ANDRIANY WINANDAR Tidak Ada Sesuai MS
72000696001902067 UMAR Tidak Ada Sesuai TMS
72000986045911721 SITI ROHANI Tidak Ada Sesuai TMS
45000894090406219 ANIYON PIGAI Tidak Ada Sesuai TMS
21000594061114121 ADRIANUS BINCAR NDRURU Tidak Ada Sesuai TMS
24100007096505723 ANNISA NURUL HIKMAH Tidak Ada Sesuai TMS

Formasi A.1.3 : Ahli Pertama Analis SDM Aparatur : 1 orang (Disabilitas)
      Jabatan Kode: JF03001704
  

Nomor Registrasi Nama Peserta Materi Sanggahan Pelamar Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

51000002066011737 ST FIRDHA FARADHILAH A Tidak Ada Sesuai TMS

A.2. Pusat Data dan Sistem Informasi (Lokasi Kode: 40120005)

Formasi. A.2.1. : Ahli Pertama Pranata Komputer Formasi : 2 orang
       Jabatan Kode: JF03013404

Nomor Register Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan
16000495046601723 MEGA ANNISA Tidak Ada Sesuai MS
72000793072401721 ARIF ABDULLAH Tidak Ada Sesuai MS
86000598071801713 RIZA AGUSTIN Tidak Ada Sesuai MS
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55000292016412063 AYU ARDIANA Tidak Ada Sesuai MS
61000591017300123 TIRA Tidak Ada Sesuai MS
43000298010013043 ARIF CAHYA BASKARA Tidak Ada Sesuai MS
12000598052212023 MAULANA ABDUL GHIFAR Tidak Ada Sesuai MS
27000897092201771 RIKO JULIANSAH [Surat Keterangan Pengalaman Kerja 

PPPK (minimal 2 - 7 tahun sesuai 
persyaratan)] 1. Untuk pengalaman 
kerja sebenarnya saya berkerja 
dibagian/posisi sebagai admin 
operasional selama saya dbekerja di 
BRI, untuk jabatan emng saya 
sebagai kurir, tetapi saya bukan 
sebagai kurir resmi karna saya 
mengisi posisi yang kosong di kantor 
saya sebagai admin operasional.

2. Untuk surat pengalaman kerja 
sebenarnya sudah di tanda tangan 
ama atasan saya, dan saya lupa 
memasukan surat ke dalam 
folder,yang seharus nya surat 
berjumlah 2 tetapi yang di masukin 
ternyata cuman berjumlah 1 lembar

1. Pengalaman kerja pelamar sebagai 
kurir yang berkerja di posisi sebagai
admin operasional tidak bisa 
menjelaskan kualifikasi persyaratan
khusus berdasarkan Surat 
Pengumuman Nomor: 
1000/S.1.3/SDM.01.2 Tanggal 25 
September Tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga 
Teknis LAN RI Tahun Anggaran 
2023 

2. Berdasarkan Surat Pengumuman 
Nomor: 1000/S.1.3/SDM.01.2 
Tanggal 25 September Tentang 
Pengadaan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Tenaga Teknis LAN RI Tahun 
Anggaran 2023 disebutkan bahwa 
persyaratan umum pelamar PPPK 
(angka 10) adalah memiliki 
pengalaman paling singkat 2 (dua) 
tahun di bidang kerja yang relevan 
dengan jabatan yang dilamarnya, 
dibuktikan dengan surat 
keterangan dan ditandatangani 

TMS
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oleh:
a. Pimpinan Tinggi Pratama/setara,

bagi pelamar yang memiliki 
pengalaman bekerja pada 
instansi 
pemerintah/BUMN/BUMD; atau

b. Pimpinan yang membidangi 
Sumber Daya Manusia bagi 
pelamar yang memiliki 
pengalaman bekerja pada 
perusahaan swasta/lembaga 
swadaya masyarakat/yayasan.

Verfikasi dilakukan berdasarkan 
dokumen yang diunggah oleh pelamar 
PPPK. Pelamar tidak dapat 
membuktikan surat pengalaman sesuai
dengan persyaratan.

54000783071601737 AMNASRUM [Surat Lamaran] Surat Lamaran di 
Tujukan ke BKN 2, Tidak di tujukan 
ke LAN RI Karena mengambil Format 
Lamaran ke BKN 2;
[Surat Pernyataan 5 Poin] pada surat 
pernyataan tidak dicantumkan 
keterangan tidak bertato, Karena di 
Format Surat Pernyataan tidak di 
cantumkan di Poin (8) Keterangan 
Tidak Bertato

Berdasarkan Surat Pengumuman 
Nomor: 1000/S.1.3/SDM.01.2 Tanggal 
25 September Tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) Tenaga Teknis LAN RI 
Tahun Anggaran 2023 disebutkan 
bahwa Tata Cara Pendaftaran Pelamar 
PPPK (Huruf F Angka 1) adalah sebagai 
berikut:
a. Surat lamaran yang diketik 

menggunakan komputer dan 
ditunjukkan kepada Kepala LAN di 
Jakarta dengan wajib menggunakan 
meterai elektronik (e_meterai) 

TMS
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Rp.10.000 (bukan meterai tempel) 
dan ditandatangani dengan pena 
berwarna hitam (format surat 
lamaran terlampir);

b. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar 
yang diketik dengan komputer 
dengan wajib menggunakan meterai 
elektronik (e_meterai) Rp.10.000 dan 
ditandatangani oleh pelamar dengan 
pena berwarna hitam (format surat 
pernyatan terlampir).

Dalam membuat surat lamaran dan 
surat pernyataan diri, pelamar PPPK LAN
2023 harus menyesuaikan dengan 
format yang di persyaratkan oleh LAN.

82000784065201735 APRIANA LIUNOME

[Ijazah Asli] Saya mohon maaf atas 
kelalaian saya,saya harap Bapak/Ibu
Verifikator meloloskan berkas 
ini,kesalahan saya terletak Akreditasi
tidak sesuai dengan tahun lulus 
seharusnya sesuai dengan tahun 
lulus saya.Harapan saya agar dapat 
diterima. Terima Kasih;
[Sertifikat Kompetensi Wajib 
Tambahan (1)] Saya mohon maaf atas
kelalaian saya,saya harap Bapak/Ibu
Verifikator meloloskan berkas 
ini,kesalahan saya terletak pada 
Sertifikat Kompetensi Wajib 
Tambahan Tidak Sesuai Persyaratan 
seharusnya Sesuai Persyaratan yang 
berla.Harapan saya agar dapat 
diterima;

1. a. Berdasarkan Surat Pengumuman 
Nomor: 1000/S.1.3/SDM.01.2 
Tanggal 25 September Tentang 
Pengadaan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Tenaga Teknis LAN RI Tahun 
Anggaran 2023 disebutkan bahwa 
Tata Cara Pendaftaran Pelamar 
PPPK (Huruf F poin 1.c) disebutkan 
bahwa Ijazah Asli dan Sertifikasi 
Akreditasi Program Studi dari BAN-
PT.

b. Pengecekan akreditasi STIMIK 
Kupang Program Studi Teknik 
Informatika) dilakukan melalui 
laman https://www.banpt.or.id, 
diperoleh informasi bahwa 
Perguruan Tinggi dimaksud belum 

TMS
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[Surat Keterangan Pengalaman Kerja 
PPPK (minimal 2 - 7 tahun sesuai 
persyaratan)] Saya mohon maaf atas 
kelalaian saya,saya harap Bpk/Ibu 
Verifikator meloloskan berkas 
ini,kesalahan saya terletak pada Surat
keterangan bekerja di bidang kerja 
tidak relevan seharusnya relevan 
dengan Kepmen PAN RB 
648/2023.Harapan saya agar dapat 
diterima

terakreditasi dengan keterangan 
tahun lulus pelamar tidak tersedia.

2. Pengalaman kerja pelamar sebagai 
Operator Dapodik sebagaimana 
dimaksud belum sesuai dengan 
persyaratan khusus yang tertuang 
dalam Surat Pengumuman Nomor: 
1000/S.1.3/SDM.01.2 Tanggal 25 
September Tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga 
Teknis LAN RI Tahun Anggaran 2023

B. Kedeputian Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural ASN (Lokasi Kode: 40120003)

Formasi B.1. : Ahli Pertama Pranata Komputer Formasi : 1 orang
      Jabatan Kode: JF03013404

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

23000492111423723 TEGUH RIZKI Tidak Ada Sesuai MS
94100883051205723 IHSAN KRISNA YUSUF Tidak Ada Sesuai MS
11000496031501716 JUNAR FRANDO Tidak Ada Sesuai MS
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Formasi B.2. : Ahli Pertama Analis Pengembangan Kompetensi ASN : 1 orang
      Jabatan Kode: JF0030021104

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

93200785006405723
PUTRI WIDARYATI 
NUGROHO

Tidak Ada Sesuai MS

C. Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara 
(Lokasi Kode : 40120006)

Formasi C.1. : Ahli Pertama Pranata Komputer Formasi : 1 orang
      Jabatan Kode: JF03013404

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

72000597032904733 PULUNG RIZKY SAPUTRA Tidak Ada Sesuai MS
66000197071111737 DENNY ADITYA HARINTIM Tidak Ada Sesuai MS
16000599006317233 TITI PUJI LESTARI Tidak Ada Sesuai MS
51001191065103713 LENI LESTARI Tidak Ada Sesuai MS

D. Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara (Lokasi Kode : 40120001)

Formasi D.1. : Ahli Pertama Analis Pengembangan Kompetensi ASN Formasi : 1 orang
      Jabatan Kode: JF0030021104

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

61000397094802053 YULIANA NURHAYATI Tidak Ada Sesuai MS
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LOKASI PENEMPATAN : JATINANGOR 
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Lokasi Kode : 40120004) 
Formasi Ahli Pertama Asesor SDM Aparatur Formasi : 1 orang
Jabatan Kode : JF0030021204

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan

81000290135323723
NADYA SARAS 
OCTAVIA

Tidak Ada Sesuai MS

50090791175202723
KIRANA ISLAMIATI 
PUTRI ADIWINATA

Tidak Ada Sesuai MS

23000593056603133 SRI MERYARSIH Tidak Ada Sesuai MS
84000591015323723 AGNIA AMALIA Tidak Ada Sesuai MS
22000990135709053 ANIS MUYASSAROH 

KHOIRUN NISA
"[Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (1)] 
Pernah dilakukan namun tidak ada bukti 
tertulis sehingga kesulitan dalam 
membuktikannya. Syarat yang saya pilih 
syarat umum, sehingga saya tidak memiliki 
portofolio yang diinginkan. Harapan saya, 
semoga pihak yang melakukan pemeriksaan 
terkait sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (2)] 
Pernah dilakukan namun tidak ada bukti 
tertulis sehingga kesulitan dalam 
membuktikannya. Syarat yang saya pilih 
syarat umum, sehingga saya tidak memiliki 
portofolio yang diinginkan. Harapan saya, 
semoga pihak yang melakukan pemeriksaan 
terkait sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (3)] 

Berdasarkan Surat Pengumuman 
Nomor: 1000/S.1.3/SDM.01.2 Tanggal 
25 September Tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) Tenaga Teknis LAN RI 
Tahun Anggaran 2023 disebutkan 
bahwa:

1.Persyaratan umum pelamar PPPK 
(angka 10) adalah harus memiliki 
pengalaman paling singkat 2 (dua) 
tahun di bidang kerja yang relevan 
dengan jabatan yang dilamarnya. Oleh
karena itu, pelamar harus memenuhi 
persyaratan tersebut.

2.Persyaratan khusus terkait Sertifikat 
Kompetensi Wajib Tambahan 1 s.d. 6, 
pelamar tidak dapat membuktikan 
minimal 4 (empat) keahlian 
sebagaimana di point (a).

3.Persyaratan khusus terkait Sertifikat 
Tambahan Nilai, pelamar tidak dapat 

TMS
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Pernah dilakukan namun tidak ada bukti 
tertulis sehingga kesulitan dalam 
membuktikannya. Harapan saya, semoga 
pihak yang melakukan pemeriksaan terkait 
sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (4)] 
Tidak semua pengalaman dalam 
mengadministrasikan alat tes psikologi 
terdapat portofolio atau bukti lain, karena 
bersifat rahasia. Sehingga tidak terdapat 
portofolio, hanya berupa sertifikat peserta. 
Harapan saya, semoga pihak yang melakukan 
pemeriksaan terkait sanggahan ini, mampu 
memberikan kesempatan untuk saya dapat 
melaksanakan tes;
 [Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (5)] 
Syarat yang saya pilih syarat umum, sehingga
saya tidak memiliki portofolio yang diinginkan
sebagai bukti. Harapan saya, semoga pihak 
yang melakukan pemeriksaan terkait 
sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Sertifikat Kompetensi Wajib Tambahan (6)] 
Syarat yang saya pilih syarat umum, sehingga
saya tidak memiliki portofolio yang 
diinginkan. Harapan saya, semoga pihak yang
melakukan pemeriksaan terkait sanggahan 
ini, mampu memberikan kesempatan untuk 
saya dapat melaksanakan tes;
 [Sertifikat Tambahan Nilai PPPK (1)] Tidak 
ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat 
asesor assessment center sesuai dengan yang 

membuktikan portofolio yang 
dimaksud.
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telah ditentukan. Harapan saya, semoga 
pihak yang melakukan pemeriksaan terkait 
sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Sertifikat Tambahan Nilai PPPK (2)] 
PENGEMBANGAN METODE PENILAIAN 
KOMPETENSI
 
 Dalam sebuah perusahaan atau instansi, 
pasti terdapat kompetensi antar pegawai. 
Kompetensi pegawai digunakan untuk 
mengukur kemampuan pegawai dalam 
mengerjakan suatu hal sesuai bidangnya. 
Sehingga kompetensi pegawai sering 
dievaluasi agar kemampuan para pegawai 
terus terukur Harapan saya, semoga pihak 
yang melakukan pemeriksaan terkait 
sanggahan ini, mampu memberikan 
kesempatan untuk saya dapat melaksanakan 
tes;
 [Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK 
(minimal 2 - 7 tahun sesuai persyaratan)] Fresh 
Graduate tahun ini, sehingga saya belum memiliki 
surat keterangan bekerja di bidang yang relevan. 
Harapan saya, semoga pihak yang melakukan 
pemeriksaan terkait sanggahan ini, mampu 
memberikan kesempatan untuk saya dapat 
melaksanakan tes. Berikan kesempatan untuk kami
para fresh graduate"

25000681115015723 NURANI NOVIANTY Tidak Ada Sesuai TMS

45001199071302131
SEPRIANTO ADE 
SYAHPUTRA

Tidak Ada Sesuai TMS

LOKASI PENEMPATAN : ACEH
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Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Lokasi Kode : 40120007)
Formasi Ahli Pertama Pranata Komputer Formasi : 1 orang
Jabatan Kode: JF03013404

Nomor Registrasi Nama Peserta
Materi Sanggahan pelamar

Pemeriksanaan Hasil Verifikasi
Keputusan Tim

Pengadaan
11000491141617011 ALMULYADI Tidak Ada Sesuai MS

61000291171906011 FAISAL FAJRI Tidak Ada Sesuai MS

41000397092501711 ZAKI FUADI Tidak Ada Sesuai MS

82000494064701711 NUR RATNA SARI Tidak Ada Sesuai MS

82000497041405111 HUZAIR SAPUTRA Tidak Ada Sesuai MS

91000492150202711 GALIH AMAR BARKAH Tidak Ada Sesuai MS

54000794075600181 ISMA SILVIANA Tidak Ada Sesuai TMS

PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN 2023

KETUA,

M.YUSUF GUNAWAN IDRIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            14 / 15



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://www.tcpdf.org

		2023-10-25T00:21:28+0000
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




